




Bcrsama pcrmohonan ini Kami memohon pcrlindungan hukum konstitusional 

kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Kerinci Tahun 2024 betul-betul diselamatkan dari pelanggaran- pelanggaran yang 

tentunya bcrtentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin 

menegakkan pemilu yang LUBER dan )URDIL bermartabat di Kabupaten Kerinci serta 

bebas dari intervensi oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, 

serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik yang dilakukan 

dengan Terstruktur, Sistematls dan Masif (TSM) yang pada akhirnya merugikan 

Pemohon yang dilakukan dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata. 

Dalam kenyataan sesuai dengan fakta-faktanya, sebelum proses pencoblosan, 

saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan bahkan setelah hari pencoblosan 

dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan 

Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara 

dan Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk mengintervensi masyaratak serta 

adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran proses pemilu yang dialakukan oleh 

Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

M. Mahrus Ali, dkk 2012. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang

Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM). )urnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 

1, halaman 224 menyebutkan: "Pelanggaran dalam proses Pemilukada yang 

berpengaruh terhadap hasil Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum 

pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilukada, dan sebagainya. Pelanggaran yang 

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh 

secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara Terstruktur, 

Sistematis, dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai 

putusan Mahkamah, yakni: 

• Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar

direncanakan secara matang (by design);

• Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh

aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara

Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;

• Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas

dan bukan sporadis."

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan 

Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Caton Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024, berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor: 1904 Tahun 

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci 

Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.35 

WIB; 
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6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: )umlah Daftar Pemilih

Tetap Kabupaten Kerinci adalah: 198.343 )iwa, dengan begitu maka

perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan adalah

sebesar 2%;

7. Bahwa selisih suara dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kcrinci Tahun 2024 yang dipersengketakan ini adalah sebesar 21, 07%;

8. Permohonan ini tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan

suara, tetapi lebih menekankan permasalahan adanya kecurangan TSM dan

Pj. Bupati Kerinci, Anak Pj Bupati Kerinci serta keterlibatan ASN, Kepala Desa

serta Perangkat Desa dalam proses Kampanye dan Pemilihan, sehingga

menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil serta netralitas ASN

dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kerinci Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memiliki

kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan

pembatalan terhadap Keputusan Termohon No. 1904 Tetang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024

Tanggal 04 Desember 2024 Kepada Mahkamah Konstitusi.

Ill. TENGGANG WAKTIJ PENGAJUAN PERMOHONAN 

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 6

Ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP

Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1904 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Diumumkan pada

hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2024 Jam 13.35 WIB. Sehingga batas waktu

pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari )um'at

tanggal 06 Desember 2024 jam 24.00 WIB;

3. Permohonan ini diajukan pada hari )umat, Tanggal 06 Desember 2024

berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah

memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana

yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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IV. PO KOK PERMOHONAN

1. Bahwa bcrdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

perolchan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Caton 
Perolehan 

Suara 

1 DARMADl,S.H.- DARI FUS, S.E.,M.Si. 27.658 

2 
H.TAFYANt KASIM - EZI KURNIAWAN, S.Pd.

19.812 

3 MONADl,S.Sos., M.Si. - H. MURtSON, S.Pd.,S.Sos., M.Si 72.130 

4 
Dr. dr. DERt MULYADl, S.H., M.H.Kes., Sp.OT. 

33.656 

-ASWANTO, S.H.,M.H.

Jumlah Perolehan Suara 153.256 

Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua 

dengan perolehan suara sebanyak 33. 656 suara; 

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 yang ditetapkan oteh

Termohon, karena perolehan suara yang memenangkan Pasangan Caton

Nomor Urut 3 (MONADt,S.Sos., M.Si. - H. MURISON, S.Pd.,S.Sos., M.Si) TIDAK

SAH MENURUT HUKUM dan metanggar ketentuan-ketentuan hukum yang

diperoteh dengan cara-cara metawan hukum atau setidak-tidaknya disertai

tindakan penyatah gunaan wewenang Pj Bupati Kerinci serta Metanggar Azas

Pemilu sebagai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

karena perolehan suara yang diperoteh Calon Nomor Urut 03 telah terang

dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Caton Bupati dan Wakil Bupati

di Kabupaten Kerinci;

3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur,

sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat

yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan

pelanggaran datam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

(PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif

(substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan

suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi
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untukmembata/kan hasil Pemi/11 atau Pemilukada karena ada pesertanya 
ya119 tidak memenuhi syarat sejak awal; 

c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada

halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:

" ... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal
konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainka11 perannya da/am
mewujudkan cita-cita don tujuan negara dalam memberikan keadi/an dan
kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa
Pemi/ukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab
ka/au demikian Mahkamah tidak dapat atau dilara119 memasuki proses
peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti
ten tang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi
manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah
diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada
berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja
de119an membiarkan terjadinya pelan99aran atas prinsip Pemilu yan9
/uber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah se/aku institusi Ne9ara
peme9an9 kekuasaan kehakiman hanya diposisikan seba9ai "tukan9
stempe/" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. ]ika ha/ itu terjadi
berarti akan melencen9 jauh dari fi/osofi dan tujuan diadakannya
peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih
/a9i banyak fakta terjadinya pelanggaran yan9 be/um dapat dise/esaikan
o/el, peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan te/ah
habis, sedan9kan KPU dan KPU/Kf P provinsi/kabupaten/kota harus
se9era menetapkan hasil Pemilukada sesuai den9an tan99a/ yan9 te/ah
ditentukan o/eh Undan9-Undang;"

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-Vlll/2010

(Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah

pada halaman 271 disebutkan: " .... Pihak Terkait telah ternyata 

melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, 

camat, lurah dan ketua RT/RWyang dalam praktiknya menggunakan 

uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan 

disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan 

dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut". 

4. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur,sistematis,

dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 0 3

selama proses penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Ka bu paten Kerinci Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:
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a) Bahwa proses pelanggaran TSM diawali pada tahapan tahapan

kampanye, yang dibuktikan dengan adanya unsur keterlibatan Pj. Bupati

Kerinci (ASRAF, S.Pt, M.Si.) serta anak Pj. Bupati Kerinci (YUZA AFUAN

PUTRA Anggota DPRD Provinsi Jambi) sebagai ketua tim Kampanye

pasangan calon nomor urut 3 Monadi-Murison;

b) Bahwa adanya keterlibatan anak Pj. Bupati Kerinci serta PNS, Kepala

Desa dan Perangkat Desa ikut serta dalam kegiatan kampanye dan

mengintervensi masyarakat yang menyebabkan perolehan suara

pasangan nomor urut 03 Monadi-Murison melonjak drastis;

c) Bahwa hampir semua TPS di Kabupaten Kerinci Pasangan Nomor urut 03

Maonadi-Murison unggul diatas rata-rata dan yang lebih parahnya lagi,

adanya ancaman atau intervensi dari Para Kepala Desa untuk

memenangkan pasangan calon nomor urut 03;

d) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 3 sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02

serta Pemohon ke BAWASLU Kabupaten Kerinci, namun hingga saat ini

tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci, salah satu

materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang

melibatkan PNS , Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anak Pj Bupati

Kerinci serta anak-anak dibawah umur untuk berkampanye, namun

Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak memberikan sanksi apapun malah

menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02 dan Pemohon

tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana

yang tidak terpenuhi.

5. Bahwa akibat adanya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur,

Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03

dengan ini Pemohon merasa sangat dirugikan dan pemohon mohon agar

kebenaran ini diungkap dan diputus dengan seadil -adilnya.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemorohan Pemohon Untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kerinci) Nomor: 1904

Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kerinci Tahun 2024;
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